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ABSTRAK

PT Askrindo Syariah merupakan anak perusahaan dari PT Asuransi Kredit
(ASKRINDO) yang bergerak di bidang syariah. Usaha yang dilakukan PT
Askrindo Syariah adalah menjamin pembiayaan dan usaha lain berbasis syariah.
Pada saat ini, mitra dari PT Askrindo Syariah adalah perbankan syariah dan
lembaga keuangan syariah lainnya. Karena masih tergolong baru, maka perlu
kiranya dilakukan peninjauan apakah penjaminan yang dilakukan sudah sesuali
dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini
dilaksanakan pada salah satu kantor cabang PT Askrindo Syariah yang berlokasi
di Kota Yogykarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana
praktik pemberian penjaminan dari PT Askrindo Syariah pada nasabah bank
syariah apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/1V/2000
tentang Kafalah. Jenis penelitian ini dalah penelitina lapangan (field research).
Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini dalah wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang
digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah pendekatan normatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur penjaminan
yang dilakukan oleh PT Askrindo Syariah Yogyakarta sudah sesuai dengan
prinsip-prinsip umum kafalah. Dalam penjaminan syariah, yang menentukan
terjadinya penjaminan adalah adanya perjanjian yang dilakukan oleh nasabah,
bank syariah, dan PT Askrindo Syariah Yogyakarta. Perjanjian yang dibuat sudah
memenuhi persyaratan di mana akad yang digunakan adalah akad kafalah bil
ujrah.

Kata kunci: penjaminan syariah, kafalah, lembaga keuangan syariah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia pada skripsi ini merujuk pada
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A. Konsonan Tunggal

Huruf
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
) Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba’ B Be
< ta’ T Te
& §8° S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
z ha’ H ha (dengan titik di bawah)
t kha’ Kh ka dan ha
K| Daél D De
3 74l Z zet (dengan titik di atas)
J ra’ R Er
J Zai z Zet
o Sin S Es
g™ Syin Sy es dan ye
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B. Konsonan Rangkap
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bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal

lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah  Indonesia selalu berusaha melakukan pembaruan dan
pembangunan. Bukan hanya pembangunan secara fisik, tapi pembangunan juga
akan mengarah pada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi akan
mengacu pada peningkatan pendapatan daerah serta pengembangan usaha
masyarakat yang diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Adanya usaha
kecil dan menengah serta pengusaha di Indonesia akan menunjang adanya
pergerakan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh
pengusaha adalah pada permodalan. Modal usaha yang dimiliki dirasa masih
kurang untuk menutupi biaya pengembangan serta biaya operasional usaha itu
sendiri. Pada saat menjalankan usahanya, pengusaha akan memiliki kebutuhan.
Kebutuhan ada yang bersifat mendesak dan ada yang tidak. Kebutuhan yang
mendesak menuntut untuk segera dipenuhi. Namun pemenuhan tersebut tidak
akan terlepas dari ketersediaan dana yang dimiliki pengusaha. Seringkali dana
yang dimiliki tidak memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan dana
yang cukup besar tidaklah mudah apalagi dengan menggunakan dana yang
dimiliki sendiri. Kebanyakan pengusaha akan melakukan pinjaman dana pada
pihak lain untuk memenuhi kekurangan dana pada usahanya. Salah satu cara yang

dapat ditempuh untuk menutupi kebutuhan dana tersebut adalah dengan



melakukan pinjaman kepada pihak lain. Salah satu alternatif peminjaman yang
terpercaya adalah dengan melakukan peminjaman dana kepada lembaga
keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan
masih sangat diharapkan sebagai salah satu sumber dana yang dapat diupayakan

oleh pengusaha di Indonesia.

Menurut Undang-undang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat." Dilihat dari definisinya,
bank berhak menjalankan usaha menghimpun dana dari masyarakat yang
berkelebihan dana dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kembali pada
masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan.? Setiap usaha
bank umum di Indonesia harus menyediakan program penyaluran kembali dana
pada masyarakat dalam bentuk pinjaman maupun pembiayaan. Pembiayaan yang
dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan lainnya sangat diperlukan bagi
masyarakat yang memiliki usaha ataupun masyarakat yang akan merintis usaha
sebagai modal bagi perkembangan usahanya. Adanya kebutuhan masyarakat akan
penambahan modal usaha guna pengembangan usaha, menjadikan lembaga

perbankan sebagai salah satu sumber penyedia dana yang terpercaya.

' Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7
Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (2).

? Syarif Arbi, Lembaga: Perbankan, Keuangan,dan Pembiayaan, cet. Ke-1, (Yogyakarta:
BPFE-Yogyakarta, 2013), hal.18.



Penyaluran kembali dana masyarakat oleh perbankan dimasukkan pada
program pembiayaan. Pembiayaan (financing) adalah pendanaan yang diberikan
oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga.® Dalam kamus pintar
Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil (mudharabah dan
musyarakah), transaksi sewa-menyewa (ijarah atau ijarah muntahiyan bit tamlik),
transaksi jual beli (murabahah, salam, dan istish 'na), transaksi pinjam meminjam
(gard), dan transaksi sewa-menyewa jasa (ijarah) yang didasarkan pada
persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang dibebani
untuk mengembalikan dana tersebut pada jangka waktu tertentu dengan imbalan

ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Fasilitas pembiayaan yang diberikan bank pada nasabah debitur merupakan
salah satu transaksi yang menguntungkan juga memiliki risiko. Semakin besar
keuntungan yang akan didapat oleh bank, maka semakin besar pula risiko yang
akan ditanggung. Risiko tersebut terkait dengan kondisi personal dan kondisi di
luar dugaan. Risiko personal dapat berupa wanprestasi atau ketidak mampuan
nasabah debitur melunasi pembayaran pembiayaan yang dapat mengakibatkan
pada pembiayaan bermasalah. Sedangkan risiko di luar dugaan dapat berupa

bencana alam (force majeur).* Oleh karena itu, pada saat memberikan fasilitas

® Muhammad, Managemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: YKPN, 2005),
hal.17.

* Rini Fatma Kartika, “Jaminan dalam Pembiayaan Syariah”, Kordinat vol. XV nomor 2
tahun 2016, hal.20.



pembiayaan pada nasabah debitur, lembaga perbankan mensyaratkan adanya
agunan atau jaminan. Agunan dalam undang-undang yang didefinisikan sebagai
jaminan yang berarti tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank
dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah. ® Adanya jaminan yang diberikan nasabah debitur pada bank
dimaksudkan untuk mengatasi risiko-risiko yang akan ditanggung bank bila
nasabah debitur tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk melunasi

pembayaran pembiayaan yang telah diberikan.

Sebelum memberikan pembiayaan pada masyarakat, perbankan akan meninjau
kemampuan debitur untuk melunasi fasilitas pembiayaan yang diterima. Tinjauan
pada debitur akan mengacu pada pendekatan karakter (character approach),
pendekatan relation ship (relationship approach), pendekatan pembayaran
kembali (repayment approach), pendekatan program pemerintah (agent of
development aapproach), pendekatan telaah kelayakan (feasibility approach), dan
pendekatan agunan (collateral approach).® Tujuan dari tinjauan yang dilakukan
bank kepada nasabah debitur diharapkan akan menekan risiko-risiko kerugian
yang mungkin akan ditanggung oleh bank dan dapat mempengaruhi kelayakan

7

pembiayaan. Kelayakan pembiayaan yang diberikan oleh bank akan

mempengaruhi stbilitas keuangan bank.

> Pasal 1 ayat (23)
® Syarif Arbi, Lembaga: Perbankan, Keuangan,dan ......., hal.127.

" Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, cet. ke-1(Yogyakarta:
Kalimedia, 2015), hal. 79.



Pelaku usaha atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) masih sulit
meningkatkan kapasitas usahanya disebabkan masih terhambat oleh minimnya
modal yang dimiliki.? Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan masih
sulit diakses bagi pengusaha kecil dikarenakan ketiadaan jaminan pada debitur,
prosedur pembiayaan yang rumit, dan sikap kehati-hatian lembaga perbankan
dalam memberikan fasilitas pembiayaan. Bunga yang harus dibayarkan oleh
debitur juga masih dirasa memberatkan untuk pelunasan pembiayaan yang
diterima. Minimnya informasi tentang UMKM menjadikan perbankan masih sulit
memberikan penawaran pembiayaan yang sesuai untuk UMKM. Walau sudah
dilakukan peninjauan yang mendalam terhadap debitur, tidak menutup
kemungkinan akan terjadi wanprestasi ataupun kredit macet. Seperti yang
dijelaskan oleh Faturrahman Djamil, risiko pembiayaan adalah ketika nasabah
mengalami wanprestasi, meninggal dunia, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan
fource majeur (kebakaran, bencana alam).® Adayana risiko dari pembiayaan
bermasalah, akan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh lembaga bank.
Kerugian yang timbul dapat berupa hilangnya kesempatan bank untuk

mendapatkan pemasukan dan adanya gangguan arus kas pada bank.

Dilihat dari permasalahan diatas, para pengusaha membutuhkan penyedia
dana yang memberikan pembiayaan dengan agunan kecil serta pemberian bunga

yang rendah. Lembaga perbankan juga masih perlu merasa aman saat memberikan

® Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK
Mengakses Pembiayaan, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal.2.

® Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012), hal.71.



pembiayaaan pada pelaku usaha. Maka dari itu, pembiayaan yang ditawarkan oleh
perbankan harus mudah diakses bagi pengusaha dan perbankan tetap
mendapatkan pengembalian dana tanpa merugikan kedua belah pihak. Untuk itu,
peran lembaga penjaminan pembiayaan sangat diperlukan bagi UMKM agar dapat

mengakses fasilitas pembiayaan pada lembaga perbankan.

Seiring dengan aktifitas ekonomi yang kian meningkat, hadirlah lembaga
penjamin yang termasuk dalam industri keuangan non-bank (IKNB). Lembaga
penjamin telah diatur pada undang-undang penjamin nomor 1 tahun 2016. Dalam
undang-undang ini memberikan jaminan terhadap pembiayaan yang dilakukan
oleh lembaga keuangan perbankan maupun non-bank. Lembaga penjamin
melakukan penjaminan dengan menanggung pembayaran atas kewajiban finansial
terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak dapat memenuhi

kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Peran lembaga penjamin pembiayaan adalah meyakinkan pihak bank dalam
memberikan kredit kepada UMKM yang memiliki usaha dan prospek yang baik,
tetapi tidak memiliki jaminan yang memadahi. Dengan kata lain, lembaga
penjaminan pembiayaan akan menjembatani antara debitur yang telah memiliki
usaha yang layak tapi belum memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas
pembiayaan dari bank. Produk yang ditawarkan oleh lembaga penjamin

pembiayaan adalah pemberian jaminan pada kreditur atas pembiayaan yang yang



disalurkan oleh debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang

telah ditetapkan oleh kreditur.

Pada masa sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2016, usaha

penjaminan sebenarnya telah dilaksanakan oleh perusahaan perasuransian,

khususnya asuransi umum (General Insurance). Pergerakan kegiatan ekonomi

yang semakin kompleks membutuhkan pendirian lembaga penjaminan yang

mandiri tanpa adanya penggabungan dengan lembaga asuransi. Hal ini

dikarenakan adanya perbedaan yang sangat prinsip antara bidang usaha Asuransi

Umum dengan bidang usaha Penjaminan adalah pada sifat risikonya. Risiko yang

ditanggung (dijamin) pada Perasuransian bersifat accidental risk atau suatu risiko

yang datangnya tiba-tiba, dimana risiko tersebut mengakibatkan kerusakan

material, baik berupa property damage maupun bodily injury pada obyek yang

ditanggung. Sedangkan resiko pada bidang usaha penjaminan bersifat non

accidental risk atau disebut juga dengan istilah failure risk; yaitu wanprestasi,

ingkar janji dan sejenisnya yang dapat menyebabkan kerugian finansial pada

pihak ketiga. Dan semakin ramainya bisnis dan kegiatan ekonomi yang berbasis

syariah, pendirian lembaga penjaminan pembiayaan syariah perlu untuk didirikan.

Oleh sebab itu, pada tahun 2013 PT Penjaminan Kredit Askrindo mendirikann



anak usaha yang bergerak pada penjaminan pembiayaan syariah, yaitu PT
Askrindo Syariah. PT Askrindo Syariah bergerak di bidang usaha penjaminan
pembiayaan di mana mitra usahanya adalah perbankan dan lembaga keuangan
yang berbasis syariah. Karena PT Askrindo Syariah merupakan anak usaha yang
didirikan oleh PT Askrindo maka perlu sekiranya dilihat prosedur penjaminan
yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan kaidah dan ketentuan syariah. Maka,
penelitian ini akan berfokus pada prosedur penjaminan pembiayaan di PT

Askrindo Syariah Yogyakarta.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikn diatas, pokok masalah dari

penelitian ini adalah:
1. Bagaimana prosedur penjaminan pembiayaan syariah di PT Askrindo
Syariah Yogyakarta?

2. Bagaimana hubungan hukum antara nasabah, bank syariah, dan lembaga

penjaminan pembiayaan syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penyusun dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Tujuan penelitian

a. Mengetahui prosedur penjainan pembiayaan di PT Askrindo Syariah

Yogyakarta.



b. Mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
prosedur pembiayaan syariah di PT Askrindo Syariah Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritik
Menambah khazanah keilmuan di bidang penjaminan pembiayaan
syariah.

b. Secara praktis

Dapat digunakan bagi lembaga perbankan sebagai bahan pertimbangan

untuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi UMKM dengan jaminan

dari lembaga penjamin pembiayaan syariah serta pengetahuan bagi

pelaku UMKM untuk tidak takut dalam mengajukan pembiayaan pada

lembaga perbankan.

D. Telaah Pustaka

Sebagai pendukung dalam menganalisa permasalahan di atas, ada beberapa
penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dan rujukan untuk menyelesaiakn
penelitian ini agar tidak terjadi kesamaan. Beberapa literatur yang penyusun
gunakan antara lain:

Penelitian Indri Widayanti tentang pemberian fasilitas pembiayaan syariah
kepada debitur di Bank Syariah Mandiri cabang Banjarnegara. Hasil
penelitiannya menjelaskan bahwa fasilitas pembiayaan mikro yang diberikan oleh

bank syariah mandiri akan dijaminkan di PT Askrindo Syariah yang berbasis
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skema kafalah bil ujrah.’® Karena fasilitas pembiayaan yang diberikan masih
dirasa akan menimbulkan kerugian pada pihak bank dengan adanya kemungkinan
wanprestasi dari debitur ataupun ketidak mampuan debitur dalam melunasi
angsurannya tiap bulan.

Penelitian Yenny Puji Lestari yang membahas tentang bentuk perjanjian
penjaminan syariah serta hubungan hukum antara para pihak yang membuat
perjanjian penjaminan pembiayaan syariah yang dilakukan di PT Penjamin
Pembiayaan Askrindo Syariah cabang Yogyakarta. Hasil dari penelitiannya
menyatakan bahwa kontruksi hubungan hukum perjanjian pembiayaan syariah
sebagai perjanjian ikutan (assecoir) terhadap perjanjian pokok. Perjanjian pokok
maupun perjanjian ikutan melahirkan status hukum yang dituangkan ke dalam hak
dan kewajiban para pihak. ** Perjanjian penjaminan pembiayaan syariah
menggunakan penjaminan tidak langsung dimana permohonan calon terjamin
dilakukan melalui calon penerima jaminan yang mengatas namakan calon
terjamin dengan diterbitkannya sertifikat kafalah.

Penelitian Wempi Agung Tri Sedyo yang meneliti tentang cara pemberian
penjaminan kredit yang diberikan oleh PT Askrindo melalui bank BNI. PT
Askrindo akan memberikan jaminan kredit pada calon terjamin dengan melalui
dua cara. Cara yang pertama adalah pemberian jaminan secara langsung bagi

KUR ritel. Cara yang kedua adalah dengan pemberian penjaminan kredit secara

1% Indri Widayanti, “Mekanisme Penjaminan Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah
Mandiri Kecamatan Banjarnegara”, skripsi IAIN Purwokerto (2016), hal. 67.

" Yenni Puji Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penjaminan Syariah
pada PT Penjaminan Permbiayaan Askrindo Syariah Cabang Yogyakarta”, skripsi UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2016), hal. 115.
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tidak langsung.*? Hal yang membedakan antara penjaminan langsung dan tidak
langsung di PT Askrindo adalah adanya lembaga linkage yang mewakili calon
debitur yang akan mengajukan kredit pada penjaminan tidak langsung.

Kesamaan antara penelitian ini dan yang penyusun lakukan adalah terkait
ruang lingkup vyaitu penjaminan. Meskipun demikian, penelitian ini lebih
memfokuskan kepada Penjaminan KUR di lembaga penjamin kredit
konvensional. Sedangkan penelitian penyusun lebih fokus pada penjaminan
syariah yang ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian Muhammad Irfan yang membahas tentang perjanjian penjaminan
syariah dengan unsur-unsur yang disyratkan dalam hukum Islam dan penetapan
imbal jasa kafalah. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa transaksi yang
dijalankan pada lembaga penjaminan syariah telah sesuai dengan hukum Islam
dan ketentuan transaksi ekonomi syariah.

Penelitian Noor Hafidah tentang implementasi konsep jaminan syariah dalam
tata aturan undang-undang perbankan syariah. Dalam penelitiannya menjelaskan
tentang perlunya elemen pendukung lain bagi lembaga perbankan syariah agar
dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menghimpun dana dari
masyarakat serta menyalurkannya kembali dengan tetap mempertahankan

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan penyaluran kembali dana

2 Wempi Agung Tri Sedyo, “Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Terhadap
Usaha mikro Kecil Dan Menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit Di Yogyakarta” Skripsi UIN
Sunan Kalijaga Yogykarta (2015), hal.106.

3 Muhammad Irfan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjaminan Pembiayaan
bagi Nasabah Lembaga Keuangan Syariah Oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesi
Cabang Semarang”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012), hal.203.
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masyarakat haruslah penyaluran pada kegiatan yang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah dan harus menghindari riba. Hasil dari penelitiannya adalah
implementasi jaminan syariah dalam tata aturan perundang-undangan perbanakn
syariah belum diatur dengan tegas.**

Penelitian Teuku Ahmad Yani tentang penjaminan kredit bagi usaha kecil
dilihat dari sistem hukum. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sistem
penjaminan yang dilakukan oleh lembaga penjaminan syariah merupakan
implementasi dari prinsip tolong-menolong dalam hal kebaikan. ** Idealnya
lembaga penjamin juga harus diusahakan oleh pemerintah sebagai usaha untuk
mendukung kemajuan ekonomi.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
dengan skripsi yang penulis bahas yaitu terletak pada titik fokus kajiannya.
Penulis akan membahas tentang prosedur pemberian penjaminan pembiayaan oleh
PT Askrindo Syariah Yogyakarta kepada nasabah debitur pada bank ataupun
lembaga keuangan syariah. Sehingga nanti dapat diketahui prosedur penjaminan
pembiayaan syariah di PT Askrindo Syariah Yogyakarta yang dilakukan sudah
sesuai dengan prinsip syariah yaitu sesuai dengan kaidah kafalah yang sudah

ditetapkan oleh Dewan Syariah nasional.

' Noor Hafida, “Implementasi Konsep Jaminan Syariah Dalam Tata Aturan Undang-
undang Perbankan Syariah”, Jurnal Arena Hukum, Nomor 2 (Agustus 2012), hal.136.

5 Teuku Ahmad Yani, “Penjaminan Kredit Untuk Usaha Kecil Dilihat dari Sistem
Hukum”, Kanun Jurnal llmu Hukum, No.64 Tahun XVI (Desember 2014), hal.471.
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E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma
yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian untuk
merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan
satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu
bangunan teori yang utuh.

1. Tinjauan tentang jaminan

Penyaluran kembali dana masyarakat pada lembaga bank sering disebut
dengan pemberian kredit atau lebih dikenal dengan istilah pembiayaan pada bank
syariah. Menurut undang-undang, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberin bunga.*®
Pemberian fasilitas pembiayaan yang mensyaratkan adanya pemberian agunan
atau jaminan, membuat debitur yang tidak memiliki agunan sesuai syarat
memerlukan pihak ke tiga untuk membantunya mendapatkan pembiayaan.
Disinilah peran penjamin sebagai pihak ketiga yang membantu debitur dalam

mengusahakan pembiayaan.

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau

cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin

16 pasal 1 ayat (11).
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dipenuhinya tagihan.'” Dalam undang-undang kata jaminan akan kita temui pada
pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala barang milik
debitur, baik benda bergerak maupun benda tidak bergetak dapat dijadikan
jaminan perikatan-perikatan debitur tersebut. Jaminan bisa digolongkan menjadi
dua, yaitu jaminan perorangan (personal guaranty) dan jaminan kebendaan.*®

Melalui keterangan di atas, yang dimaksud dengan jaminan adalah pemberian
keyakinan kepada pihak kreditor atas pembayaran utang-utang yang telah
diberikan kepada debitor. *° Diadakannya jaminan pada lembaga perbankan
dikarenakan penyaluran dana oleh bank bersumber dari dana masyarakat yang
disimpan di bank.?° Karena itu, risiko yang dihadapi bank dalam penyaluran dana
akan berpengaruh pula pada kemanan dana masyarakat yang disimpan pada bank
tersebut.

2. Tinjauan tentang penjaminan

Dalam undang-undang yang dimaksud dengan penjaminan adalah kegiatan
pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin
kepada penerima jaminan.?* Perjanjian penjaminan (at-tautsiq) adalah perjanjian

yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan penguatan terhadap suatu

' Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2005), hal.21.

'8 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Grup,
2005),hal.74.

9 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang (Jakarta: PT Gelora Pratama Aksara, 2013),
hal.8.

0 \Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2012),
hal.290.

2! Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan, Pasal 1 ayat 1.
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perjanjian. Termasuk dalam perjanjian ini adalah kafalah dan perjanjian gadai (ar-
rahn).?

Mengenai perjanjian penjaminan atau penanggungan utang telah diatur pada
Pasal 1820-1850 KUHPer. Pengertian penanggungan pada Pasal 1820 KUHPer
adalah suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur,
mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak
memenuhi perikatannya. Dalam perjanjian penjaminan terdapat tiga pihak yang
saling berkaitan. Pertama adalah penjamin, peerima jaminan, dan terjamin.
Ketiganya memiliki hubungan hukum yang saling berkaitan satu sama lain yang
terbentuk dari perjanjian yang telah disepakati.

Kegiatan penjaminan sebelum dikeluarkannya undang-undang nomor 1 tahun
2016 tentang penjaminan dapat dilakukan oleh lembag asuransi umum dan
perbankan. Dengan disahkannya undang-undang tersebut semakin menguatkan
pelaku penjaminan dengan mendirikan lembaga penjamin yang mandiri. Pada
pasal 4 ayat 1 undang-undang penjaminan disebutkan bahwa yang termasuk ke
dalam usaha penjaminan adalah penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan
berlandaskan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan.

3. Tinjauan tentang kafalah

Kafalah berasal dari kata (Js) yang artinya menanggung. Kafalah juga

diartikan adh-dhammu, yakni mengumpulkan.? Kafalah merupakan jaminan yang

22 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Tentang Teori Akad Dalam
Fikih Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo), hal.317.

2 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010),hal.433.
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diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak
kedua atau yang ditanggung. ** Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti
mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada
tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Berdasarka penjelasan tersebut
dapat disimpulkan bahwa perjanjian penjaminan bersifat accesoir dari perjanjian
utang piutang sebagai perjanjian pokok. Konsekuensi yuuridis dari hal ini adalah

keberadaannya sangat tergantng dari perjanjian pokoknya.”®

F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu
penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau
tempat/lokasi yang akan menjadi objek penelitian.?® Lokasi yang kan
digunakan untuk penelitian adalah di PT Askrindo Syariah Yogyakarta
yang beralamat di Jalan Taman Siswa No.24 Yogykarta.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif yaitu

menjeaskan tentang permasalahan sesuai dengan fakta yang ditemukan.

% Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani,2009),hal.123.

% Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 2006), hal.159.

%% Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta, 2001),
hal.38.
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Sedangkan yang dimaksud dengan analitis adalah usaha mencari dan
menata sistematis tentang fakta yang kemudian akan dilakukan penelaahan
untuk mencari makna yang dimaksud.
Dalam hal ini penyusun akan memaparkan dan menjelaskan tentang
prosedur pemberian jaminan pembiayaan pada PT Askrindo Syariah
Yogyakarta yang tinjauan hukumm islam dan peraturan perundang-
undangan yang mengaturnya.
Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan metode-
metode sebagai berikut:
Wawancara

Wawancara atau interview adalah kegiatan mendapatkan informasi
dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dilakukan
dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara yang memuat daftar
pertanyaan yang ditujukan pada subjek penelitian.”” Pedoman wawancara
yang digunakan penulis adalah pedoman wawancara semi struktur, yaitu
berisi pertanyaan yang bersifat terbuka atau hanya garis besar saja
sehingga dimungkinkan untuk diajukan pertannyaan lain di luar daftar
yang sudah ada sepanang masih berkaitan dengan masalah yang akan

diteliti.

hal.38.

%" Sunggono Bambang, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Fajar Grafindo, 2001),
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b. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun, dan mengelola
dokumen-dokumen literal yang mencatat kegiatan guna keteranan yang
berhubungan dengan penelitian. Pada penelitan ini, penyusun mengambil
data dari PT Askrindo Syariah dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan
dengan penjaminan pembiayaan syariah.
4. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini adalah:
a. Pendekatan normatif, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah
yang ditinjau dari Al-Quran, hadist, dan kaidah fighiyah.
b. Pendekatan vyuridis, menganalisis suatu masalah dengan peraturan
perundang-undangan dan fatwa MUI tentang kafalah dan penjaminan.
5. Analisis Data
Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data secara
kualitatif dengan memaparkan data-data tentang prosedur penjaminan
pembiayaan pada PT Askrindo Syariah Yogyakarta. Kemudian akan
dilakukan analisis menggunakan hukum Islam tentang kesesuainnya
dengan syariat Islam dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-
undangan sehingga didapat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah

yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian,

yakni: pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pada bagian pendahuluan terdiri
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dari Bab | yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bagian selanjutnya adalah pembahasan yang terdiri dari 3 bab. Pertama, Bab 11
merupakan studi teoritis yang menjelaskan prinsip syariah tentang kafalah. Pada
bagian ini terdapat sub-sub pembahasan tentang pengertian, dasar hukum, syarat
dan rukun, macamnya, akibat hukum yang ditimbulkan, dan berakhirnya kafalah.

Kedua, Bab Il membahas tentang prosedur pemberian jaminan pembiayaan
oleh PT Askrindo Syariah Yogyakarta. Pada bab ini juga akan dipaparkan tentang
gambaran umum PT Askrindo Syariah, yaitu sejarah, visi dan misi, struktur
organisasi, produk-produk, dan kegiatannya.

Ketiga, Bab IV berisi tentang analisis tentang posedur pemberian jaminan
pembiayaan, hubungan hukum antara para pihak, dan peranan PT Askrindo
Syariah dalam penjaminan pembiayaan yang dinjau dari hukum Islam dan
peraturan undang-undang.

Bagian terakhir dalam sistem pembahasan ini adalah penutup yang berisi
tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan

saran bagi penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk penelitian yang sistematis, penyusun mengemukakan
kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah terangkum dalam pembahasan
pada bab sebelumnya bahwa:

1. Penjaminan pembiayaan syariah pada PT Askrindo Syariah sudah memenuhi
syarat dan ketentuan hukum Islam maupun secara yuridis. Dalam fatwa DSN-
MUI, akad yang digunakan dalam penjaminan adalah kafalah bil ujrah. Pada
akad kafalah, syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah akad atau perjanjian
(shigat), kafil (penjamin), makful ‘anhu (terjamin), makful lah (penerima
jaminan), dan makful bih (objek kafalah). Shigat sudah ada dengan
diadakannya perjanjian antara nasabah debitur dan bank syariah pada
perjanjian pokok. Kemudian diikuti oleh perjanjian ikutan (asesoir) yang
dilakukan oleh bank syariah dan PT Askrindo Syariah untuk menjamin
pembiayaan yang diterima terjamin. Perjanjian penjaminan di PT Askrindo
Syariah merupakan perjanjian tidak langsung dimana permohonan
penjaminan calon terjamin akan diwakili oleh calon penerima jaminan. Hal
ini sudah sesuai dengan POJK No0.2/POJK.5/2017 tentang Penyelenggaraan
Usaha Lembaga Penjaminan. Adanya penjamin, terjamin, dan penerima
jaminan. Ketiganya merupakan subjek hukum yang harus memiliki cakap

hukum. Dalam peraturan undang-undang perkawinan seorang-perseorangan
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akan dianggap cakap hukum bila telah mencapai usia 21 tahun. Dalam hal
penjaminan akan melibatkan badan usaha yang bukan orang-perseorangan.
Badan hukum akan dianggap sebagai subjek hukum di mana semua
kegiatannya akan diwakili oleh pengurusnya. Maka dari itu, semua subjek
hukum yang melakukan perjanjian penjaminan pembiayaan syariah telah
dianggap cakap hukum, dan tidak terlarang untuk melakukan perjanjian.
Objek dalam perjanjian ini merupakan suatu perbuatan, yaitu penjaminan
yang dilakukan penjamin terhadap kewajiban finansial terjamin. Objek bukan
merupakan hal yang dilarang baik menurut syara maupun undang-undang,
maka hal ini dapat dilakukan.
2. Hubungan hukum yang terjadi antara nasabah debitur, bank syariah dan PT
Askrindo Syariah adalah hubungan hukumm yang menimbulkan hak dan
kewajiban para pihak dikarenakan perjanjian yang telah disepakati. Seperti
dalam KUH Perdata pasal 1330, bila perjanjian telah sah, maka perjanjian
tersebut menjadi hukum bagi para pihaknya.
B. Saran-saran
1. Diharapkan bank syariah dan PT Askrindo Syariah Yogyakarta dapat
bekerja sama dalam mengevaluasi kelayakan nasabah debitur calon
penerima pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya
pembiayaan macet.

2. PT Askrindo Syariah diharapakan dapat membuka kerjasama dengan lebih
banyak lembaga keuangan syariah agar dapat membantu nasabah debitur

yang membutuhkan penjamin diluar dirinya sendiri.
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